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Abstrak  
Penelitian ini mengkaji tentang persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap Pancasila 
sebagai ideologi Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif, lokasi penelitian di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Informan dalam 
penelitian ini adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang terdiri dari Mustasyar, Syuriah, 
A’wan dan Tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Nahdlatul Ulama dengan tegas mendukung 
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia karena bagi Nahdlatul Ulama dalam setiap sila Pancasila tidak ada 
yang bertengtangan dengan nilai-nilai agama Islam. Bagi Nahdlatul Ulama Pancasila adalah satu-satunya ideologi 
yang terbaik untuk negara ini, karena Pancasila mampu menyatukan semua perbedaan agama, suku, dan bahasa di 
Indonesia. Tidak hanya itu, Nahdlatul Ulama juga dengan tegas menolak mendirikan negara Islam di Indonesia 
meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Nahdlatul Ulama menolak mendirikan negara 
Islam di Indonesia karena menurut Nahdlatul Ulama Pancasila itu sudah sesuai dengan al-Qur’an dan dalam al-
Qur’an tidak ada perintah yang memerintahkan mendirikan negara Islam. Bagi Nahdlatul Ulama yang paling 
penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu berlangsung dalam penyelenggara negara tanpa harus 
mendirikan negara Islam. 
Kata kunci: Persepsi, Nahdlatul Ulama, Pancasila, Idelogi dan Islam. 
Abstract 
This study examines perception of management areas nahdlatul ulama east java to pancasila as the state  
ideology of indonesia. This research is a qualitative research. Location of this research is in office of 
management areas  Nahdlatul Ulama East Java. The informant in this research is Mustasyar, Syuriah, A’wan 
and Tanfidziyah county board of Nahdlatul Ulama East Java Based on the data analysis, produced a conclusion 
as follows : Nahdlatul Ulama firmly support Pancasila as the state ideology of Indonesia, because for Nahdlatul 
Ulama in every precept of Pancasila nothing contrary to the values of the Islamic religion. For Nahdlatul 
Ulama Pancasila is the only ideology that is best for this country, because Pancasila is able to unite all the 
difference in religion and Indonesian. Not only that, Nahdlatul Ulama also firmly rejectedestablishing an 
Islamic state in Indonesia, although the majority of the Indonesian population is moslem. Nahdlatul Ulama 
refused establish an Islamic state in Indonesia because according to Nahdlatul Ulama Pancasila is in 
conformity with the qur’an and in the qur’an no orders were ordered to establish an Islamic state. For 
Nahdlatul Ulama’s the most important is how the values of Islam that took place in the state apparatus without 
having to establish an Islamic state. 




Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka 
ragam bahasa, suku dan agama. Semua hidup dalam satu 
kesatuan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia yang terbentang 
dari Sabang hingga Merauke menjadi salah satu faktor 
yang menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang 
kaya secara teritori maupun geografis. Sebelum menjadi 
suatu negara, wilayah Indonesia merupakan tanah yang 
mewarisi tradisi kebesaran kerajaan-kerajaan, baik di 
zaman Hindu-Budha maupun di zaman kesultanan Islam. 
Kekayaan alam, bahasa, suku dan agama telah 
membentuk negara Indonesia menjadi salah satu negara 
yang kaya akan budaya. Pemilihan Pancasila sebagai 
ideologi dan dasar negara Indonesia merupakan pilihan 
yang tepat dan sudah di fikir matang-matang oleh para 
pendiri bangsa ini, karena Pancasila sangat relevan 




dengan kondisi budaya  dan keanekaragaman yang ada di 
Indonesia. Ini merupakan bentuk final ideologi negara 
Indonesia yang harus dijaga dan dipelihara oleh seluruh 
rakyat Indonesia.  
Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama 
Islam terbesar di dunia, saat ini menghadapi tantangan 
yang dapat mengancam keberadaan Indonesia sebagai 
suatu negara. Siapa lagi kalau bukan golongan Islam 
radikal yang tumbuh pesat di Indonesia akibat demokrasi 
yang diterapkan negara ini, yang memberikan ruang yang 
cukup besar untuk organisasi-organisasi Transnasional 
masuk ke Indonesia seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul 
Muslimin, Majelis Mujahidin dan pengajian Majelis 
Tafsir Al-Quran. Kelompok-kelompok ini didanai oleh 
negara-negara yang ada di Timur Tengah, terutama dari 
orang-orang kaya Arab Saudi. Kelompok-kelompok ini 
adalah agen pengimpor ajaran Wahabi di Indonesia yang 
mengusung ideologi “Khilafah” dan anti NKRI.  
Meskipun di Indonesia seluruh Organisasi sosial dan 
politik yang ada di Indonesia harus berlandaskan dengan 
Pancasila, tetapi pada kenyataanya banyak organisasi 
yang terang-terangan menolak Pancasila,  justru saat ini 
masih terus tumbuh dan berkembang di Indonesia seperti 
Hizbut Tahrir Indonesia. Bahkan saat ini sudah berhasil 
menguasai masjid-masjid kampus yang ada di Indonesia 
melalui Lembaga Dakwah Kampus dan sekarang 
organisasi ini sudah berhasil menguasai masjid-masjid 
yang ada di desa atau perkampungan.  
Hizbut Tahrir Indonesia sebagai salah satu organisasi 
Wahabi di Indonesia yang sekarang ini paling sering dan 
terang-terangan menyuarakan konsep negara Islam 
melalui sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah. Mereka 
ingin membentuk Negara Islam dan menggantikan 
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Negara 
Islam disini yang dimaksud adalah pemerintahan yang 
menerima dan mengakui otoritas absolut Islam. 
Pemerintahan Islam berupaya membentuk tertib sosial 
yang Islami, pelaksanaan syariat, sembari terus menerus 
mengarahkan keputusan politik dan fungsi-fungsi publik 
sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam. (Rofiq, 
2012:18). 
Keinginan Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin 
mengubah negara Indonesia dengan negara Islam dan 
mengganti Pancasila dengan ideologi Islam jelas 
bertentangan dengan Pancasila. Karena Indonesia adalah 
negara hukum seperti yang sudah tertera dalam UUD 
1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Oleh karena itu Indonesia tidak 
bisa diganti dengan negara Islam meskipun di Indonesia 
mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan 
Indonesia mengakui eksistensi agama yang ada di 
Indonesia. 
Kendati tantangan dari golongan Wahabi 
membahayakan bangsa Indonesia dan penganut faham 
Ahlussunah Wal Jamaah di Indonesia. Namun ada 
tantangan lagi yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia 
dan NU yang lebih berbahaya dan cukup 
mengkhawatirkan keberlangsungan Islam moderat di 
Indonesia yaitu Syiah. Golongan Syiah tidak kalah 
canggihnya dengan Wahabi dalam memerangi doktrin 
Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Lebih-lebih ketika kran 
Reformasi pada tahun 1998 telah dibuka dan isu HAM 
semakin kuat. (Syihabuddin, 2013: 32). 
Dengan keberadaan Wahabi dan Syiah di Indonesia 
yang disokong oleh negara-negara Liberalisme Kapitalis. 
Wahabisme yang dimotori oleh Arab Saudi mendapat 
dukungan penuh dari negara-negara Kapitalis seperti 
Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Spanyol, Italia dan 
Australia. Sedangkan Syiah yang dimotori oleh Iran 
mendapat dukungan penuh dari Rusia, Tiongkok dan 
Korea Utara. Masing-masing dari Arab Saudi dan Iran 
mengembangkan doktrinasinya di negara-negara Dunia 
Tengah, karena saling berebut kekuatan politik untuk 
mengokohkan dominasi kekuatan di negara-negara Dunia 
Tengah. Tidak hanya di Dunia Tengah, tetapi juga di 
semua negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam, termasuk Indonesia. Mungkin Amerika Serikat 
menyadari kalau serangan Kapitalis Neoliberalis belum 
cukup untuk meruntuhkan Islam Moderat bangsa 
Indonesia, maka dijadikanlah serangan aqidah keyakinan 
tersebut sebagai subyek serangan dari Amerika 
Serikat.(Syihabuddin, 2013:36). 
Liberalis Kapitalis harus berhadapan dengan nilai-
nilai yang diusung oleh Nahdlatul Ulama dan Pancasila. 
Agen-agen Liberalis Kapitalis sadar bahwa ancaman 
sesungguhnya terhadap keberlangsungan mereka adalah 
sikap yang menghormati kearifan lokal budaya bangsa 
dan Nasionalisme. Nahdlatul Ulama adalah representasi 
dari musuh yang mereka hadapi, karena NU memegang 
teguh nilai-nilai kearifan lokal (Syihabuddin, 2013:46). 
Saat ini hampir semua lini kehidupan bangsa sudah 
dirasuki oleh unsur-unsur Liberalisme, contooh riil 
adalah media televisi yang sering menampilkan tontonan 
yang merusak moral bangsa ini sendiri yang hanya 
memikirkan keuntungan ekonomi tanpa menghiraukan 
nilai-nilai agama. 
Termasuk salah satu agenda Liberalisme juga adalah 
menciptakan disintegrasi bangsa Indonesia agar tercabut 
dari akar kebudayaan dan perpecahan bangsa Indonesia. 
Untuk mewujudkan hal itu mereka melakukan langkah 
nyata dalam bentuk menciptakan kerusuhan berdimensi 
agama. Kasus Sampang pada tahun 2012 yang dianggap 
sebagai kasus Syiah melawan Sunni yaitu NU. Padahal 
kasus ini merupakan buah rekayasa yang dibesar-
besarkan agar pemberitaan internasional bisa 
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menyudutkan Indonesia sebagai bangsa yang rawan 
kekerasan yang berdimensi agama. Jika dunia sudah 
mengekspos Indonesia dengan pemberitaan tersebut, 
maka dengan mudah Kapitalis akan memanfaatkan untuk 
menciptakan image bahwa Indonesia dengan ajaran 
Ahlussunnah Wal Jamaah berbahaya untuk 
keberlangsungan dunia. (Syihabuddin, 2013:47). 
Dengan adanya kasus kerusuhan di Sampang 
menunjukkan bahwa di Indonesia, wacana pemecah 
belahan sudah tampak nyata. Sejumlah kelompok yang 
menamakan dirinya “Kelompok Liberal” menyebut akar 
dari perpecahan itu ada pada Fanatisme dan 
sektarianisme umat Islam. Bahwa umat Islam memang 
cenderung saling mematikan dan saling membantai 
(Baso, 2013:108). Padahal ideologi negara ini yaitu 
Pancasila sudah mengajarkan untuk selalu menghormati 
sesama agama dalam sila kesatu dan juga dalam sila 
ketiga sudah dijelaskan untuk selalu menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan banyaknya 
ancaman terhadap keutuhan NKRI, mulai dari Wahabi 
yang ingin mendirikan negara Islam dan mengganti 
Pancasila dengan ideologi Islam. Serta golongan Syiah 
yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan 
membuat isu-isu kekerasan berdimensi agama. Semua ini 
menunjukkan bahwa Indonesia sekarang ini mendapat 
ancaman yang serius yang bisa mengancam keutuhan 
NKRI. 
Berbeda dengan golongan Wahabi dan Syiah yang 
menolak Pancasila dan anti NKRI. Nahdlatul Ulama 
sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia 
sampai saat ini tetap teguh menerima Pancasila dan 
dengan tegas menolak negara Islam di Indonesia, 
meskipun mendapat serangan ideologi yang menentang 
faham Ahlussunnah Wal Jamaah dan Pancasila. 
Nahdlatul Ulama dengan tegas akan selalu menjaga 
eksistensi Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI, karena 
bagi Nahdlatul Ulama “ NKRI adalah harga mati ”. 
Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang memiliki 
potensi besar jika dilihat dari segi jumlah anggota, 
program dan jaringan dibandingkan dengan organisasi-
organisasi lain di Indonesia, khususnya NU di Jawa 
Timur. NU Jawa Timur adalah representatif dari NU 
yang ada di Indonesia. Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama Jawa Timur dipilih karena PW NU Jawa Timur 
seringkali menjadi rujukan penentuan sikap oleh PW NU 
yang ada di seluruh Indonesia dan PW NU Jawa Timur 
merupakan barometer gerakan NU secara nasional. Oleh 
karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti “Persepsi 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap 
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia” 
Menurut Robbins (2001:12) persepsi adalah suatu 
proses dimana individu mengorganisasikan kesan sensor 
mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka 
berdasarkan dari apa yang telah mereka dapatkan. 
Artinya persepsi adalah tanggapan (penerimaan) dari 
sesuatu. Persepsi (perception) dalam arti sempit adalah 
penglihatan, bagaimana cara sesorang melihat sesuatu. 
Sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau 
pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 
mengartikan sesuatu (Leavit, 1997:27). 
Menurut Yusuf (1991:108), proses terjadinya persepsi 
terjadi melalui beberapa proses yaitu pertama stimulus, 
yang bisa berupa stimulus atau penginderaan yang 
terbentuk lingkungan sosio kultural dan fisik yang 
menyeluruh. Kedua proses “seleksi”, interpretasi dan 
“closure”. Proses interaksi juga dipengaruhi pengalaman 
masa lalu, agama, norma, budaya dan sebagainya. 
Sehingga pada tahap selanjutnya terjadi persepsi yang 
akan menentukan tindakan individu. Ketiga registrasi, 
interpretasi dan umpan balik. Akibatnya semua 
keterangan yang ada di daftar tertanam dalam ingatan dan 
pikiran. 
Istilah Pancasila secara etimologi, menurut 
Muhammad Yamin (1 Juni 1945) berasal dari bahasa 
Sansekerta yaitu “Panca” (Lima) dan “Syila” vocal “i” 
pendek (batusandi, alas, dasar). Syiila dengan vocal “i” 
panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang 
penting atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam 
bahasa Indonesia diartikan “susila” yang memiliki 
hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara 
etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah 
istilah “Panca Syila” dengan vokal “i” pendek yang 
memiliki makna leksikal “berbatu sandi lima” atau secara 
harfiah adalah “dasar yang memiliki lima unsur ”. Lima 
unsur yang dimaksud Muhammad Yamin disini adalah 
peri Kebangsaan, peri Kemanusiaan, peri Ke-Tuhanan, 
peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat (Marsudi 
,2001:19-20). 
Menurut Yudi Latif (2011:41), bahwa Pancasila 
adalah dasar atau falsafah negara, pandangan hidup, 
ideologi nasional dan Ligatur (pemersatu) dalam 
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. 
Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan 
sekaligus bintang penuntun (Leitstar) yang dinamis, yang 
mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuanya dan 
merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan 
haluan keselamatan bangsa. 
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia diartikan 
sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dan 
cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum 
dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan 
Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional 
mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu 
cara berfikir dan cara kerja perjuangan (Syarbaini, 
2010:58). Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi 
merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan 




dan nilai bangsa Indonesia, maka menurut Moerdiono 
dkk (1992:46). Pancasila secara normatif perlu 
diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 
Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan 
ideologi Pancasila memiliki arti cita-cita atau pandangan 
dalam mendukung tercapainya tujuan nasional Negara 
Republik Indonesia. Ideologi Pancasila memiliki 
berbagai aspek, baik berupa cita-cita pemikiran atau 
nilai-nilai, maupun norma yang baik dapat merealisasikan 
dalam kehidupan praktis dan bersifat terbuka dengan 
memiliki tiga dimensi. Pertama dimensi  idealistis, yaitu 
nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang 
bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu 
hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila 
Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, 
Kerakyatan, dan Keadilan. Kedua dimensi normative, 
yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu 
dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana 
terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Ketiga 
dimensi realistis yaitu suatu ideologi harus mampu 
mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat (Kaelan, 2012 : 68). 
Ideologi secara etimologis terdiri atas dua kata, yaitu 
Idea dan Logos. Idea memiliki arti gagasan atau cita-cita, 
juga pandangan. Sedangkan logos diartikan sebagai ilmu 
ataupun ratio. Menurut Notonegoro (dalam 
Wreksuhardjo, 2001:11), Ideologi dapat ditinjau dari dua 
pengertian, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas 
ideologi adalah ilmu pengetahuan mengenai cita-cita 
negara. Sedangkan dalam arti sempit ideologi dalah cita-
cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktek 
penyelenggaraan negara.  
Menurut Budimansyah (2008:13), makna ideologi 
bagi suatu bangsa ada dua, yaitu sebagai sumber motivasi 
dan  sebagai sumber semangat dalam berbagai kehidupan 
negara. Makna ideology sebagai sumber motivasi adalah 
mencerminkan cara berfikir masyarakat, bangsa maupun 
negara,  memandu masyarakat menuju cita-citanya dan  
membimbing bangsa dan negara untuk mencapai 
tujuanya melalui berbagai realisasi pembangunan. 
Sedangkan makna ideologi sebagai sumber semanga 
dama berbagai kehidupan negara adalah menjadi realistis 
manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara 
masyarakat bangsa dan ideology, bersifat terbuka dan 
antisipatif bahkan bersifat seformatif dan ideologi 
senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan 
sesuai dengan aspirasi bangsanya. 
Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan 
ke Islaman. Organisasi ini dirintis para kiai yang 
berfaham Ahlussunnah Wal Jamaah, sebagai wadah 
usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah 
dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan 
dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk salah 
satu imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali) 
serta berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat Islam 
(Moesa, 1999:86). 
Berdirinya Nahdlatul Ulama diprakarsai oelh lima 
belas kiai terkemuka yang berkumpul di rumah K.H 
Wahab Hasbullah di Kertopaten Surabaya. Pembentukan 
Nahdlatul Ulama sebagai reaksi  terhadap berbagai 
aktivitas kelompok reformis, Muhammadiyah dan 
kelompok modernis yang aktif dalam gerakan politik, 
Sarekat Islam. Sisi lain terhadap perkembangan politik 
dan faham keagamaan tingkat internasional, oleh 
karenanya ada tiga penyebab lahirnya Nahdlatul Ulama 
yaitu (1) gerakan pembaharu di Indonesia, (2) 
kepentingan politik atau (3) perkembangan Timur 
Tengah (Shobron, 2003:37-38). 
Secara garis besar, didirikanya Nahdlatul Ulama 
memiliki beberapa tujuan. Pertama, memelihara, 
melestraikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran 
Islam Ahlussunnah Waljamaah yang menganut pola 
Madzhab empat yaitu Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam 
Hambali dan Imam Maliki. Kedua, mempersatukan 
langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya. Ketiga, 
melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 
menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa 
dan ketinggian harkat serta martabat manusia (Muchtar, 
2007:6). 
Dasar-Dasar Keagamaan NU antara lain : Nahdlatul 
Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber 
ajaran agama Islam : Al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijma’ dan 
al-Qiyas. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari 
sumber-sumbernya di atas, Nahldatul Ulama mengikuti 
faham Ahlussunnah Wal Jamaah dan menggunakan jalan 
pendekatan (Madzhab) : Di bidang aqidah, Nahdlatul 
Ulama mengikuti Ahlussunnah Wal Jamaah yang 
dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan Imam 
Mansur al-Maturidzi. Di bidang fiqh, Nahdlatul Ulama 
mengikuti jalan pendekatan (Madzhab) salah satu dari 
madzhab Abu Hanifah Nu’man, Imam Malik bin Anas, 
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad 
bin Hanbal. Di bidang Tasawuf, mengikuti antara lain 
Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta 
imam-imam yang lain. Nahdlatul Ulama mengikuti 
pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang 
bersifat meneyempurnakan segala kebaikan yang sudah 
dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh 
Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai 
yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri 
suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan 
tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut  (Muchith, 
2006:25). 
Dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama 
menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan 
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pada : sikap Tawassuth dan I’tidal. Yakni suatu sikap 
tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang 
menjunjung tinggi keharusan berlaku adil  dan lurus di 
tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama 
dengan sikap dasar ini seharusnya dapat menjadi 
kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan 
selalu bersifat membangun serta menghindari segala 
bentuk pendekatan yang bersifat Tatharruf (ekstrim). 
Sikap Tasamuh, yakni sikap toleran dan menghargai 
terhadap perbedaan  pandang,  baik dalam masalah 
keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat  Furu‘ atau 
menjadi masalah Khilafiyyah serta dalam masalah 
kemasyarakatan dan kebudayaan. Sikap Tawazun, yakni 
sikap seimbang dalam berkhidmah. Dalam hal ini 
adalah sikap menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, 
khidmah kepada sesama manusia serta kepada 
lingkungan hidupnya, dan menyelaraskan kepentingan 
masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Amar Ma’ruf 
dan Nahi Munkar, yakni sikap selalu memiliki kepekaan 
untuk mendorong  perbuatan yang baik, berguna, dan 
bermanfaat  bagi  kehidupan  bersama, serta menolak dan 
mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan 
merendahkan nilai-nilai kehidupan (Muchith, 2006:26). 
Susunan kepengurusan dalam Nahdlatul Ulama terdiri 
atas: Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah. Mustasyar 
terdiri dari para ulama atau tokoh yang telah memberikan 
dedikasi, pengabdian dan loyalitas kepada Nahdlatul 
Ulama. Tugas utamanya adalah memberikan nasehat 
kepada pengurus NU menurut tingkahnya, dalam rangka 
menjaga kemurnian Khittah Nahdliyah dan Islahu Dzati 
Bain (arbitrase). 
Kepengurusan Syuriah dipegang oleh para ulama 
yang mempunyai wibawa dan kewenangan yang 
dominan. Bahkan pada awal berdirinya, inti 
kepengurusan NU hanyalah Syuriah. Syuriah merupakan 
pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai pembina, 
pengendali, pengawas dan penentu kebijksanaan NU. 
Secara rinci tugas pokok Syuriah adalah: menentukan 
arah kebijakan dalam melakukan usaha dan tindakan 
untuk mencapai tujuan, memberikan petunjuk, 
bimbingan, pembinaan pemahaman, pengamalan dan 
pengembangan ajaran Islam berdasarkan faham 
Ahlussunah Wal Jamaah, mengendalikan, mengawasi dan 
memberikan koreksi sesuai dengan ketentuan organisasi, 
membatalkan keputusan lembaga. Sedangkan 
Tanfidziyah adalah pelaksana teknis administratif yang 
mempunya tugas-tugas sebagai berikut: memimpin 
jalanya organisasi sehari-sehari sesuai dengan 
kebijaksanaan yang ditentukan oleh pengurus Syuriah, 
melaksanakan program jam’iyah Nahdlatul Ulama, 
membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat 
jam’iyah yang berada dibawahnya dan menyampaikan 




Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif 
yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 
adanya. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang   
bertujuan untuk mengetahui keadaan apa dan bagaimana, 
seberapa banyak, seberapa jauh status tentang masalah    
yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur 
terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia 
Data dalam penelitian kualitatif adalah mengandalkan 
data berupa kata-kata atau teks, gambar dan selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 
(Creswell, 2009:258). Kata-kata dan tindakan yang diamati 
atau diwawancarai dan terdokumentasi merupakan sumber 
data utama dan dicatat melalui catatan tertulis dan juga 
pengambilan foto. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini 
berupa paparan lisan, tertulis dan perbuatan yang 
menggambarkan persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama Jawa Timur terhadap Pancasila sebagai ideologi 
negara Indonesia. 
Data yang dikaji dalam penelitian ini dapat dibedakan 
menjadi dua, diantaranya yaitu: data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah informasi atau materi yang 
mencerminkan secara langsung berasal dari orang atau 
situasi yang tengah diteliti (Creswell, 2007:274). Data ini 
berupa  wawancara terhadap Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama Jawa Timur yang terdiri dari Mustasyar, Syuriah, 
A’wan dan Tanfidziyah. Sedangkan  Data sekunder adalah 
data materi atau catatan-catatan tangan kedua (second 
hand) tentang orang atau situasi penelitian yang berasal dari 
sumber lain (Creswell, 2007:274). Data sekunder yang 
dimaksud di dalam penelitian ini adalah data pelengkap 
yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi dari 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.  
Tempat penelitian adalah suatu daerah yang 
digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan 
dalam kegiatan penelitian. Tempat penelitian ini adalah 
kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur 
yang beralamatkan di Jalan Masjid Agung Timur Nomer 
09 Surabaya.  
Penentuan Informan Penelitian menggunakan Teknik 
purposive sampling, yaitu tenik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono. 2009:85). Sebagai 
pedoman, penelitian ini menggunakan ketentuan dimana 
informan penelitian adalah pengurus aktif PW NU Jawa 
Timur yang bisa memberikan infromasi tentang persepsi 
PW NU Jawa Timur terhadap Pancasila sebagai ideologi 




negara Indonesia. Informan Penelitian terdiri dari 
Mustasyar, Syuriah, A’wan dan Tanfidziyah yang ada di 
PW NU Jawa Timur. 
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Nasution (2006:154) menyatakan bahwa dalam 
penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada 
menjadikan manusia sebagai instrumen peneliti utama, 
alasanya adalah segala sesuatunya belum mempunyai 
bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur 
penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang 
diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara 
pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu 
dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan 
yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan 
lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-
satunya yang dapat mencapainya. 
Dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana 
permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi 
instrumen adalah peneliti sendiri. Selanjutnya, setelah 
fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan 
dikembangkan instrumen penelitian sederhana. Peneliti 
akan terjun sendiri ke lapangan sampai dengan 
pembuatan kesimpulan (Sugiono, 2011:223). 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara 
mendalam (Indept Interview)  agar dapat mengumpulkan 
data secara lengkap dan terperinci. Kegiatan wawancara 
mendalam digunakan untuk menggali data yang 
diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 
Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan 
secara directive, dalam artian penelitian berusaha 
mengarahkan pembicaraan sesuai dengan fokus 
permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu tentang 
persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama jawa Timur 
terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. 
Penggunaan dokumen dalam pengumpulan data 
digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan terarah. 
Dokumen ini akan menambah pemahaman atau informasi 
untuk penelitian. Dokumen yang mungkin tersedia untuk 
penelitian ini antara lain: Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan keputusan 
Musyawarah Nasional dan Muktamar Nahdlatul Ulama. 
Setelah data terkumpul, akan dilakukan pemilihan 
secara selektif yang disesuaikan dengan permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian. Dalam bagian ini, 
analisis data terdiri dari sejumlah komponen. Sejumlah 
komponen itu salah satunya adalah usaha memaknai data 
yang berupa teks atau gambar. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini perlu mempersiapkan data tersebut untuk 
dianalis, melakukan analisis-analisis yang berbeda, 
memperdalam pemahaman akan data tersebut, 
menyajikan data, dan membuat data interpretasi makna 
yang lebih luas.  
Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang 
membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis 
catatan  singkat sepanjang penelitian (Creswell, 
2009:274). Maksudnya adalah selama proses wawancara 
berlangsung, akan dilakukan juga analisis terhadap data-
data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara. 
Menyusun data berarti menggolongkannya kedalam pola, 
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tema, atau kategori terkait dengan persepsi Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama jawa Timur terhadap Pancasila 
sebagai ideologi negara Indonesia. 
Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337) 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus-menerus sampai tuntas. Penelitian tentang 
persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama jawa Timur 
terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia  
menggunakan analisis data yang dilakukan secara 
interaktif. Analisis data model interaktif terdapat 3 (tiga) 
tahap. 
Tahap pertama adalah reduksi data (data reduction) 
yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari 
tema dan polanya (Sugiyono, 2009:246). Reduksi data 
dilakukan setelah memperoleh data dari hasil observasi 
dan wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang 
terdiri dari Mustasyar, Syuriah, A’wan dan Tanfidziyah. 
Selanjutnya memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 
fokus penelitian, kemudian mengelompokkannya 
berdasarkan tema. Dengan kemudian, data yang telah 
direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam 
dan mempermudah untuk mencari jika sewaktu-waktu 
diperlukan. 
Tahap kedua dalam analisis data model interaktif 
adalah penyajian data (data display). Data yang semakin 
bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran 
secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan penyajian 
data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat 
dilakukan dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Melalui 
penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 
tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 
mudah dipahami. Dalam hal ini Miles dan Huberman 
menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam 
bentuk teks naratif (Sugiyono, 2013:341). Penelitian ini 
menyajikan teks naratif yang menggambarkan objek yang 
diteliti, yaitu bagaimana tentang persepsi Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama jawa Timur terhadap Pancasila 
sebagai ideologi negara Indonesia.   
Tahap terakhir analisis data model interaktif adalah 
penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 
awal didukung oleh bukti-bukti  yang valid dan konsisten 
saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 
yang kredibel (Sugiyono, 2013:345). Peneliti mencari 
data yang mendukung terkait tentang persepsi Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama jawa Timur terhadap Pancasila 
sebagai ideologi negara Indonesia, supaya kesimpulan 
awal yang bersifat sementara dapat dibuktikan dengan 
data yang dikumpulkan. Proses analisis data sebagaimana 
















Komponen Analisis Data Miles & Huberman (dalam 
Sugiyono, 2013:338) 
 
Pengumpulan data dan ketiga tahap teknik analisis di 
atas semua saling berkaitan. Pertama peneliti 
mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam 
dan dokumentasi. Kedua data yang diperoleh reduksi, 
yaitu menentukan fokus data yaitu aktivitas yang menjadi 
fokus. Semua aktivitas dicatat dan dikategorikan dalam 
tentang persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
jawa Timur terhadap Pancasila sebagai ideologi negara 
Indonesia. Pendekatan untuk menganalisis data yang 
didapatkan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa 
langkah. Langkah pertama adalah mengolah data, 
langkah ini melibatkan semua jenis data yang diperoleh, 
yaitu data mentah seperti transkrip wawancara yang telah 
dilakukan, data lapangan, gambar, dokumen-dokumen 
dari para informan dan sebagainya. Kemudian peneliti 
mengetik data-data tersebut dan memilah-milah atau 
menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda 
tergantung pada sumber informasi.  
Langkah kedua adalah pengelompokkan data 
berdasarkan tema, deskripsi, kategori, dan pola jawaban. 
Pada langkah ini, akan dibaca kembali data mentah yang 
sudah diperoleh kemudian dilakukan coding. Rosman & 
Railis (dalam Creswell, 2009:276) mendefinisikan coding 
sebagai proses mengolah materi atau informasi menjadi 
segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Jadi, 
yang dilakukan dalam langkah ini adalah mensegmentasi 
kalimat-kalimat, gambar-gambar kedalam kategori-
kategori. Kemudian melabeli kategori-kategori itu 
dengan istilah khusus yang benar-benar berasal dari 
informan, yang disebut Creswell (2009:278) dengan 














dikategorikan berusaha menghubungkan tema-tema itu 
dengan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat 
sebelumnya sehingga akan dapat menangkap 
pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi 
pada subjek dalam penelitian ini.  
Langkah ketiga adalah Pengecekan keabsahan temuan 
atau data. Pada langkah ini, akan dilakukan pengecekan 
kembali kevalidan, keabsahan temuan data sebagai upaya 
pemeriksaan terhadap akurat sebuah penelitian dengan 
menerapkan prosedur-prosedur atau strategi-strategi 
(Creswell, 2009:285). Prosedur-prosedur atau strategi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menerapkan triangulasi dan member checking. Dalam 
langkah triangulasi, yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah menggunakan berbagai sumber-sumber data yang 
berbeda yang dapat digunakan untuk mengelaborasi dan 
memperkaya hasil penelitian tentang persepsi Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama jawa Timur terhadap Pancasila 
sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam penelitian ini, 
menggunakan triangulasi data, jadi selain melalui 
wawancara mendalam, untuk memperkaya hasil 
penelitian ini adalah menggunakan dokumen tertulis, 
arsip, catatan atau tulisan pribadi, gambar atau foto dari 
PW NU Jawa Timur. Masing-masing cara tersebut akan 
memberikan pandangan (insights) yang berbeda untuk 
memperoleh kebenaran yang handal (Creswell, 
2009:290). 
Prosedur selanjutnya adalah dengan cara member 
checking. Penelitian dalam langkah ini, adalah dengan 
melakukan pengecekan transkip wawancara kembali dan 
membawanya kepada informan penelitian yaitu Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang terdiri dari 
Mustasyar, Syuriah, A’wan dan Tanfidziyah untuk 
mengecek hasil akurasinya serta memberikan kesempatan 
pada mereka untuk berkomentar tentang hasil penelitian 
tersebut.  
Langkah yang terakhir adalah menulis hasil penelitian 
dengan cara menarasikan hasil analisis data tentang 
persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama jawa Timur 
terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. 
Pada langkah terakhir ini adalah melaporkan hasil 
penelitian berupa deskripsi atau tema yang mengandung 
beragam prespektif dari para informan atau gambaran 
detail tentang setting dan individu-individu (Creswell, 
2009:290). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang di 
susun oleh para pendiri bangsa ini. Tetapi dalam 
perjalananya, selalu ada saja pihak-pihak yang ingin 
mengganti Pancasila dengan ideologi Islam. Di tengah 
banyaknya organisasi yang ingin mengganti Pancasila 
dengan ideologi Islam, sampai saat ini NU tetap teguh 
untuk menerima Pancasila dan NU mendukung penuh 
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Berikut ini 
pemaparan dariAkh. Muzakki : 
“...Bagi NU antara Islam dan Pancasila itu 
tidak bertentangan sama sekali. Kita lihat sila-
sila Pancasila juga tidak ada yang bertentangan 
dengan nilai-nilai agama Islam. Maka 
Pancasila sebagi ideologi negara ini ya setuju. 
Tidak ada yang perlu diperdebatkan masalah 
ini karena sudah jelas semua. Pancasila sebagai 
ideologi negara tidak ada kaitannya dan tidak 
akan meruntuhkan Islam sebagai agama.dan 
juga dalam waktu bersamaan NU 
menempatkan Islam tidak dalam posisi 
berhadapan dengan Pancasila...” (Wawancara. 
Senin, 16 Maret 2015). 
Berdasarkan pemaparan dari Akh. Muzakki 
menunjukkan bahwa bagi NU, Pancasila sebagai ideologi 
negara Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
agama Islam karena NU tidak menempatkan Islam pada 
posisi berhadapan dengan Pancasila. Tetapi justru 
bagaimana nilai-nilai agama Islam itu dapat mengisi 
pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari.Hal itu dipertegas oleh pernyataan yang disampaikan 
oleh Shonhaji Sholeh : 
“...Pancasila sebagai ideologi negara 
Indonesia, ya NU mnedukung dan NU harus 
bertanggung jawab atas NKRI. Bayangkan 
orang yang tinggal di Indonesia dan sudah 
menikmati semua sumber daya alam 
Indonesia tapi dia menentang Pancasila itu 
berarti orang yang sangat tidak bermoral. 
Jadi, sebagai konsekuensi logis sebagai 
penduduk Indonesia harus mendukung 
Pancasila. NU sangat mendukung Pancasila 
karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
Islam...”(Wawancara: Jumat, 13 Maret 2015). 
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh 
Shonhaji Sholeh menunjukkan bahwa NU sangat 
mendukung Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia 
dan juga NU harus bertanggung jawab atas NKRI. 
Karena sebagai warga negara Indonesia yang sudah 
tinggal di Indonesia dan menikmati semua kekayaan alam 
Indonesia harus senantiasa mendukung dan menjaga 
Pancasila karena itu adalah konsekuensi logis sebagai 
warga negara Indonesia. 
Terkait dengan hal itu juga dibenarkan oleh Ali 
Maschan Moesa yang menyatakan : 
“...Masalah Pancasila sebagai ideologi tidak 
perlu diperdebatkan lagi. Kan di NU 
Pancasila itu sudah final, otomatis NU sangat 
mendukung karena nilai-nilai Pancasila itu 
tidak bertentang dengan nilai-nilai agama 
Islam. Di NU ada yang namanya “mabadi’ 
khoiru ummah” yaitu dasar-dasar 
pembentukan masyarakat, itu sangat relevan 
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dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila...” 
(Wawancara. Sabtu, 14 Maret 2015). 
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ali 
Maschan Moesa menunjukkan bahwa bagi NU Pancasila 
itu sudah final, tidak ada yang perlu di perdebatkan lagi. 
Bahkan di dalam NU terdapat suatu konsep yang sangat 
relevan dengan pengamalan butir-butir Pancasila yang 
disebut dengan mabadi’ khoiru ummah yang terdiri dari 
As-Shidqu (benar), Al-Adalah (adil), Al-Istiqomah 
(konsisten), At-Ta’awun (gotong royong) dan Al-
Amanah wal wafa bi al-ahdi (setia dan tepat janji). 
Terkait hal itu juga disampaikan oleh Wahid Asa : 
“......Menurut saya Pancasila sebagai ideologi 
negara Indonesia itu  tepat sekali karena 
itulah titik temu semua ideologi yang ada di 
Indonesia, dari berbagai macam suku 
golongan agama ya titik temunya ada di lima 
sila Pancasila itu.(Wawancara, Rabu 20 Mei 
2015) 
Berdasarkan penyampaian dari Wahid Asa 
menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang 
paling tepat untuk Indonesia karena Pancasila adalah 
titik temu semua ideologi yang ada di Indonesia. Hal itu 
di pertegas oleh pernyataan Sholeh Qosim : 
“....Sudah tepat dan tidak bisa dirubah, bagi 
NU semua sila Pancasila seperti musyawarah, 
keadilan dn Ketuhanan semuanya ada dalam 
Islam tapi pelaksanaan tergantung penafsiran 
sendiri-sendiri. Jadi tidak bertentangan 
dengan syariat Islam (Wawancara, Sabtu 23 
mei 2015) 
Berdasarkan pernyataan Sholeh Qosim menunjukkan 
bahwa semua sila yang ada di Pancasila seperti 
ketuhanan, musyawarah, keadilan itu tidak bertentangan 
dengan agama Islam. 
Saat ini kesetiaan NU terhadap negara ini sedang 
diuji, karena Indonesia sekarang ini mendapat ancaman 
yang dapat mengancam keutuhan NKRI yaitu ancaman 
ideologi. Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat 
menjunjung kebebasan terhadap setiap warga negaranya. 
Tetapi justru dengan terlalu demokrasinya negara ini 
memberi ruang yang cukup luas untuk organisasi 
Transnasional untuk bisa tumbuh dan berkembang di 
negara ini. Organisasi Transnasional merupakan 
organisasi luar negeri tepatnya dari Timur Tengah yang 
masuk ke Indonesia dengan membawa faham Wahabi. 
Organisasi-organisasi itu seperti Ikhwanul Muslimin, 
Hizbut Tahrir Indonesia dan Negara Islam Indonesia. 
semua organisasi ini mengusung konsep khilafah dan 
ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Tidak 
terkecuali dengan NU yang tegas menolak negara Islam 
di Indonesia meskipun mayoritas penduduk Indonesia 
beragama Islam.Berdasarkan pemaparan yang 
disampaikan oleh Ali Maschan Moesa : 
“...NU jelas menolak negara Islam di 
Indonesia. Yang penting itu subtansi dari 
sebuah negara bukan kita harus menjadikan 
negara Indonesia ini menjadi negara Islam. 
Tapi yang penting dalam kehidupan 
bernegara kita hiasi dengan nilai-nilai agama 
Islam. NU jelas berbeda dengan kelompok-
kelompok seperti HTI yang sampai sekarang 
ini masih ngotot untuk mendirikan negara 
islam di negara ini....”(Wawancara. Sabtu, 14 
Maret 2015). 
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ali 
Maschan Moesa menunjukkan bahwa NU dengan tegas 
menolak mendirikan negara Islam di Indonesia. Karena 
menurut NU yang terpenting dari suatu negara itu 
subtansinya bukan luarnya. Menurut NU tidak perlu 
mendirikan negara Islam di Indonesia tetapi yang lebih 
penting adalah bagaimana menghiasi penyelenggaraan 
negara itu dengan nilai-nilai agama Islam. NU jelas 
berbeda dengan HTI yang dengan tegas menolak 
Pancasila dan tetap ngotot untuk mendirikan negara Islam 
di Indonesia.Hal itu dipertegas oleh pernyataan yang 
disampaikan oleh Akh. Muzakki : 
“...Ada dua konsep dalam Islam yaitu Darul 
Islam dan Darussalam,  kalau Darul Islam itu 
memaknai bahwa Islam sebagai ideologi 
negara. Kalau Darusslam itu bagaimana nilai-
nilai Islam itu berlangsung dalam 
penyelenggara negara. Hidup bisa adil dan 
bermatabat, tidak ada diskriminasi, 
perdamaian, mengakui hak orang lain. Di NU 
itu mengakui bahwa Indonesia ini bukan 
negara Islam. tetapi Islam terwujud dan 
terlaksana di negara ini. Jadi, kita memaknai 
negara berbeda dengan negara 
lain...”(Wawancara. Senin, 16 Maret 2015). 
Berdasarkan pernyataan dari Akh. Muzakki 
menunjukkan bahwa dalam memaknai suatu negara 
terdapat dua konsep dalam Islam yaitu Darul Islam dan 
Darussalam. Kalau Darul Islam itu memaknai Islam 
sebagai ideologi negara seperti yang di lakukan oleh 
Hizbut Tahrir Indonesia, sedangkan Darussalam itu 
memaknai bagaimana Islam itu bisa berlangsung dalam 
penyelenggaraan negara tanpa harus mengislamkan 
sebuah negara seperti di Indonesia. 
Terkait dengan hal itu juga dibenarkan oleh Shonhaji 
Sholeh : 
“...Isu-isu penerapan syariat Islam yakni 
khilafah. Pancasila sudah kita “kunyah-
kunyah” kita nikmati sejak Indonesia 
merdeka. Bahkan secara historis. Umat Islam 
di Indonesia ya seperti ini. Mau dikemanakan 
lagi. Walisongo hakekatnya adalah orang 




Indonesia yang beragama Islam. Pakaian 
Walisongo juga berpakaian orang Indonesia 
tidak berpakaian cingkrang. Walisongo 
menggunakan pendekatan kultural yakni 
melalui budaya.  Islam model NU lah yang 
dulu dirintis oleh Walisongo meskipun 
formalnya NU berdiri pada tahun 1926. 
Hakikatnya NU adalah orang Indonesia 
secara keseluruhan. (Wawancara: Jumat, 13 
Maret 2015) 
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh 
Shonhaji Sholeh menunjukkan bahwa Pancasila 
diibaratkan sebagai suatu makanan yang sudah dikunyah-
kunyah sejak dulu dan dinikmati oleh orang-orang 
Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Shonhaji 
Sholeh juga menambahkan : 
“...Di negara Pancasila seperti Indonesia. 
Kewajiban kita tidak perlu mengubah 
Pancasila tetapi mengisi Pancasila dengan 
nilai-nilai islam baik secara kualitas maupun 
kuantitas. Jadi, Islam itu dianggap sebagai 
agama yang universal jadi yang diterapkan 
itu nilai-nilai nya tidak harus formalitasnya 
tapi didalamnya kosong. Lebih baik 
formalnya itu tidak harus berbunyi Islam tapi 
konten atau subtansinya itu Islam. Dari pada 
formalnya Islam tetapi isiya tidak Islam 
seperti korupsi. Kita tinggal di negara 
Indonesia misalnya, apakah harus mendirikan 
negara Islam. Kalau kita tinggal di negara 
Amerika apakah kita harus mendirikan 
negara Islam. Perjuangan dakwah Islam tidak 
harus mendirikan negara Islam dan 
mengganti NU dengan Islam. Yang belum 
Islam kalau bisa kita Islamkan, kalau sudah 
Islam kita tingkatkan keislamannya itu sudah 
bagus sekali. (Wawancara: Jumat, 13 Maret 
2015) 
Berdasarkan pernyataan Shonhaji Sholeh 
menunjukkan bahwa di Indonesiatidak perlu mengubah 
Pancasila tetapi mengisi Pancasila dengan nilai-nilai 
Islam baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi, Islam 
itu dianggap sebagai agama yang universal jadi yang 
diterapkan itu nilai-nilai agama Islam di suatu Negara 
seperti Indonesia. Shonhaji Sholeh juga membenarkan : 
“...Secara gampang, kita tahu perjuangan 
Walisongo yang tidak pernah meneriakkan 
untuk mendirikan negara Islam. Tetapi 
berhasil mengislamkan masyarakat 
Indonesia. Dan 90 % masyarakat Indonesia 
berhasil diislamkan, itu sudah prestasi. 
Sekarang kita lihat orang-orang yang yang 
meneriakkan negara Islam dengan membawa 
pentungan atau radikal, berapa persen 
berhasil mengislamkan orang Indonesia 
malah terkadang takut untuk masuk Islam. Di 
Indonesia tidak dengan pendekatan militer 
tetapi melalui pendekatan yang damai....” 
(Wawancara : Jumat, 13 Maret 2015) 
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh 
Shonhaji Sholeh menunjukkan bahwa NU menolak 
mendirikan negara Islam di Indonesia. Secara historis 
Walisongo yang berhasil mengislamkan orang Indonesia 
dalam dakwahnya tidak pernah berteriak untuk 
mendirikan negara Islam di Indonesia. Tetapi alhasil 
mereka berhasil mengislamkan orang Indonesia pada saat 
itu. Menurut NUDi negara Pancasila seperti Indonesia. 
Kewajiban kita tidak perlu mengubah Pancasila tetapi 
mengisi Pancasila dengan nilai-nilai Islam baik secara 
kualitas maupun kuantitas. Jadi, Islam itu dianggap 
sebagai agama yang universal, jadi yang diterapkan itu 
nilai-nilainya tidak harus formalitasnya tapi didalamnya 
kosong. Lebih baik formalnya itu tidak harus berbunyi 
Islam tapi konten atau subtansinya itu Islam. Dengan 
beberapa pertimbangan itulah NU dengan tegas menolak 
negara Islam di Indonesia. 
Terkait hal itu juga disampaikan oleh Wahid Asa : 
“....Karena negara yang berdasarkan Pancasila 
itu tidak bertentangan dengan agama Islam. 
Justru negara Islam itu yang dipertanyakan, 
sejak dulu tidak ada contoh negara Islam yang 
sesungguhnya. Semua negara yang menyebut 
dirinya Islam itu berbeda-beda, jadi konsep 
negara Islam itu sampai sekarang tidakada 
buku tentang negara Islam. Oleh karena itu, 
NU sudah mengggap bahwa negara yang 
berdasarkan Pancasila itu sudah Islam. Dalam 
hasil Muktamar tahun 1984 itu anatara lain 
disebutkan bahwa Pancasila adalah bagian 
upaya umat Islam menjalankan agamanya. 
(Wawancara, Rabu 20 mei 2015) 
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh 
Wahid Asa menunjukkan bahwa negara yang 
berdasarkan Pancasila yakni NKRI tidak bertentangan 
dengan agama Islam dan dari dulu tidak pernah ada 
contoh negara Islam yang sesungguhnya. Hal ini juga 
dibenarkan oleh Sholeh Qosim : 
“......Pada tahun 1936, pada saat Muktamar 
NU di Banjarmasin, Ulama NU memutuskan 
Indonesia Darussalam bukan Darul Islam. 
Yaitu negara yang damai, kalau Darul Harf 
(negara perang). Indonesia Darussalam bukan 
Darul Harf maupun Darul Islam. bahkan  
ulama memutuskan apabila ada orang 
Indonesia tidak diketahui identitasnya umat 
Islam wajib mengatur kependudukanya secara 
Islam. Sekarang yang mau menghancurkan 
Pancasila ya kayak PKI, ISIS, HTI. jadi 
lahirnya NU demi mempertahankan ajaran 
Walisongo. (Wawancara, Sabtu 23 Mei 2015) 
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Berdasarkan pernyataan Sholeh Qosim menunjukkan 
bahwa Ulama NU melalui Muktamar NU di Banjarmasin 
pada tahun 1936 bahwa Indonesia menganut Negara 
Darussalam yakni Negara damai. Sholeh Qosim juga 
menambahkan : 
 
“...Ketika penyusunan Piagam Jakarta itu 
wajib menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluknya karena ada kata itu ktika 
mmbentuk negara Indonesia akan pecah. 
Indonesia bukan negara Islam tapi 
darusalam. Karena Indonesia bermacam-
macam. Dan yangg mengusulkan kalau 
diterapkan poin itu orang-orang timur akan 
memisahkan dari Indonesia. Sekarang yang 
mau mendirikan negara Islam seperti HTI 
datang kesini karena di negara asalnya tidak 
laku dan di Indonesia laku. Di Indonesia 
tidak bisa satu pimpinan. Punya khilafah 
membentuk khilafah di bawah satu komando 
negara Islam, di Indonesia tidak bisa karena 
ada NU dan Muhammadiyah sehingga di 
Indonesia tidak bisa satu komando. Pada 
zaman nabi tidak pernah ada perintah untuk 
membentuk negara Islam. Dalam perjanjian 
madinah itu. Dalam mmbentuk negara 
Madinah itu tidak membentuk negara Islam. 
Jadi negara Islam itu menghilangkan ajaran 
Islam di Indonesia seperti faham 
Wahabi.(Wawancara, Sabtu 23 Mei 2015) 
Berdasarkan pernyataan yang disampaiakn oleh 
Sholeh Qosim menunjukkan bahwa menurut NU 
Indonesia menganut negara Darussalam yakni negara 
aman atau negara damai bukan negara Islam atau Darul 
Islam dan juga dalam zaman nabi tidak pernah  ada 
perintah untuk membentuk negara Islam, oleh karena itu 
NU tetap menolak negara Islam di Indonesia. 
 
Pembahasan 
Penerimaan Pancasila oleh NU dibuktikan dengan posisi 
Pancasila sebagai asas dasar organisasi NU dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan NU 
setuju dan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara 
Indonesia. Menurut NU nilai-nilai yang ada pada sila-sila 
Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam. 
Pancasila  mengandung nilai-nilai dan ajaran kebaikan  
serta ajarannya sudah berkembang di tengah-tengah 
masyarakat. Bahkan Pancasila digali dari nilai-nilai dan 
falsafah hidup yang berkembang di tengah-tengah 
masyarakat Indonesia. Wajar sekali bila sila demi sila 
Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam, 
karena para perumusnya sebagaian besar beragama Islam. 
Sesuai dengan pandangan NU yang moderat, Islam 
difahami NU sebagai sumber nilai. Islam itu agama yang 
universal, yang harus diterapkan adalah nilainya sehingga 
bisa diterapkan di negara atau suatu wilayah. Jadi Seperti 
Pancasila, semuanya tidak bertentangan dengan nilai-
nilai syariat Islam. 
 Dalam sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama 
sampai sila kelima tidak ada yang bertentangan dengan 
nilai nilai agama Islam. Dalam  Sila pertama, Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Dalam sila ini mengajarkan keimanan 
dan ketauhidan. Berdasarkan hal ini, maka rakyat Indonesia 
dituntut untuk mengimani adanya Tuhan pencipta alam 
semesta yang tunggal. Dengan begitu warga Indonesia 
dituntut untuk beribadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing ,sesuai dengan pasal 28 E 
UUD 1945 yang berbunyi (Setiap orang berhak memeluk 
agama dan beribadat menurut agamanya......”). Dengan 
adanya kebebasan untuk menjalankan ibadah, menghormati 
dan menghargai ritual keagamaannya, berarti sudah 
mencerminkan sebuah rasa toleransi dan jiwa pluralisme. 
Tidak hanya itu saja, warga Indonesia diperbolehkan 
untuk menjalin kerjasama dengan pemeluk agama lain 
dan sekaligus tidak memaksakan kepercayaan yang di 
anut kepada orang lain.  
 Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam 
sila ini bermakna bahwa Indonesia menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memperlakukan manusia 
secara adil, tidak berat sebelah, jujur, memperlalukan sama 
terhadap semua manusia. Dengan begitu akan melahirkan 
persamaan derajat, hak, kewajiban antar sesama manusia, 
saling mencintai satu sama lain, mengembangkan sikap 
tenggang rasa dan berani membela kebenaran dan 
keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini 
terkandung makna untuk menghindari perpecahan hanya 
karena perbedaan ras, suku, agama, maupun tradisi dan 
budaya. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi negara 
yang berdaulat, utuh, dan sekaligus menjadi contoh 
kerukunan antar warga negara.  
 Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 
Dalam sila ini bermakna bahwa kedaulatan tertinggi 
negara berada di tangan rakyat, melalui wakil-wakilnya 
yang terpilih di parlemen melalui pemilu yang jujur, adil, 
bebas, rahasia, dan langsung. Kemudian 
diimplementasikan  dengan cara tidak memaksakan 
kehendak kepada orang lain, tidak melakukan intimidasi 
keputusan kepada yang tidak sepakat, menjunjung tinggi 
nilai-nilai musyawarah mufakat dan menerima dengan lapang 
dada atas keputusan bersama dengan menjalankan hasilnya 
secara penuh tanggungjawab. 
 Sila kelima, Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 
sila ini menyarankan rakyat Indonesia untuk saling 
membantu dan gotong royong, giat dan ulet dalam belajar dan 
bekerja dan selalu bersikap adil dengan sesama. Kalau 
benar berkata benar, kalau salah juga harus berkata salah, 
sehingga bisa berlaku adil pada diri sendiri dan orang 




lain. Dari kelima  sila Pancasila menunjukkan bahwa 
dalam setiap sila Pancasila tidak ada yang bertentangan 
dengan nilai-nilai agama Islam.  
 Bahkan dalam NU, sila-sila Pancasila sangat relevan 
dengan konsep dasar-dasar pembentukan masyarakat 
terbaik. Dalam NU terdapat suatu konsep dasar-dasar 
pembentukan masyarakat terbaik yang dikenal dengan  
mabadi’ khoiru ummah yang terdiri dari As-Shidqu 
(benar), Al-Adalah (adil), Al-Istiqomah (konsisten), At-
Ta’awun (gotong royong) dan Al-Amanah wal wafa bi al-
ahdi (setia dan tepat janji)  
 Konsep tersebut secara praktis sangat relevan dengan 
penerapan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. 
Keduanya bisa duduk bersama membentuk bangunan 
sistem kehidupan masyarakat yang beradab dan 
berkemanusiaan. Dengan demikian ideologi Pancasila 
mampu menjaga eksistensi NKRI sebagai negara yang 
sangat sesuai dengan faham keagamaan Ahlussunnah 
Wal Jamaah yang dianut oleh NU. 
Nilai As-Shidqu (benar) yang direpresentasikan oleh 
Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Dalam sila pertama ini mempunyai makna bahwa 
penduduk Indonesia adalah masyarakat yang benar dalam 
menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran dan tuntutan 
agama. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan. 
Dengan kepercayaan ini akan membimbing setiap orang 
untuk selalu berlaku dan berkata benar, karena merasa 
bahwa dirinya selalu ada dalam pengawasan Tuhan. 
Nilai Al-Adalah (adil) berkorelasi dengan sila kedua 
Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil 
disini berarti menyikapi segala sesuatu dengan bijak, 
tidak condong ke kanan maupun kiri dan selalu 
mementingkan kepentingan yang benar. Nilai selanjutnya 
adalah nilai Al-Istiqomah (konsisten) berkorelasi dengan 
sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Yang 
artinya masyarakat Indonesia konsisten dan tetap 
berkomitmen menjadi bagian dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Konsisten di sini menimbulkan 
sikap untuk selalu membela keberadaan Indonesia 
sebagai negara tanpa melakukan disintegrasi. Selama 
memiliki sikap istiqomah atau konsisten, maka negara 
ini tetap akan menjadi negara dengan jumlah penduduk 
muslim terbesar di dunia yang bisa hidup rukun tanpa 
ada perpecahan satu sama lain. 
Nilai selanjutnya yakni nilai nilai Al-Amanah wal 
wafa bi al-ahdi (setia dan tepat janji)  berkorelasi dengan 
sila keempat Pancasila yakni Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan. Hal ini menjelaskan bahwa NU mendukung 
berjalanya demokrasi yang dijakankan oleh wakil rakyat 
melalui pemilihan umum. Wakil rakyat menjalankan 
kebijaksanaan untuk kesejahteraan rakyat tanpa pandang 
bulu. Nilai yang terakhir adalah nilai At-Ta’awun 
(gotong royong) yang berkorelasi dengan sila terakhir 
Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Yang artinya bahwa NU mendukung sistem 
kenegaraan yang dibangun atas dasar gotong royong 
yang dilakukan untuk menciptakan keadilan yang tanpa 
batas kepada seluruh rakyat Indonesia. 
Perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia  
tidak pernah mulus, karena ada saja pihak yang masih 
menolak dan ingin mengganti Pancasila. Sekarang ini 
Pancasila diancam oleh ideologi-ideologi Islam yang 
sudah masuk ke Indonesia. Bagi NU, mempertahankan 
Pancasila itu hukumnya wajib karena menurut NU wajib 
bagi umat Islam membela negara. Oleh karena itu, 
Pancasila harus dipertahankan. Karena Pancasila 
merupakan kesepakatan yang melibatkan semua pihak 
termasuk umat Islam. Pancasila bukanlah hasil dari satu 
golongan semata, tetapi Pancasila adalah konsep bersama 
yang disepakati oleh beberapa golongan baik Islam 
maupun yang bukan Islam. 
Karena itu mempertahankan Pancasila sama hukumnya 
dengan mempertahankan negara. Dalam pandangan NU, 
bela negara tidak hanya terpaku pada aspek keutuhan 
kawasan negara ini tetapi meliputi pembelaan terhadap 
negara secara fisik maupun non fisik. Secara fisik, NKRI 
harus dibela dan dipertahankan dari segala bentuk 
ancaman yang dapat mengganggu keutuhan teritorial 
negara ini. Dalam aspek non fisik, NU berperan menjaga 
agar Wawasan Kebangsaan negara ini tidak luntur dan 
hilang karena serangan-serangan ideologi yang 
bertentangan dengan Pancasila. Bagi NU, NKRI adalah 
harga mati. 
NKRI harga mati menunjukkan komitmen NU yang 
sangat kuat pada negara ini. Karena NU terlibat secara 
langsung dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sehingga ketaatan NU pada  negara ini tidak 
perlu dipertanyakan lagi, karena bersifat mutlak. Dalam 
penyelenggaraan negara ini, peran NU tidak hanya sekedar 
pemangku kepentingan yang tidak memiliki peran apapun 
kepada negara ini. NU turut mendirikan negara ini dengan 
pengorbanan harta dan nyawa, karena itu NU berperan 
sebagai Stake Holder dalam negara ini. Sehingga posisi 
NU sangat kuat dan memiliki tanggung jawab terhadap 
negara ini. 
Komitmen NU terhadap negara ini menunjukkan peran 
NU diletakkan sebagai kekuatan ketiga di luar lembaga 
penyelenggara negara dan lembaga-lembaga politik di 
negara ini. Kekuatan NU bertumpu pada beberapa tataran. 
Yaitu faham Ahlussunnah Wal Jamaah, nilai-nilai tradisi 
atau kebudayaan yang selalu dipegang teguh oleh NU dan 
lembaga-lembaga budaya yang dimiliki NU seperti 
Pondok Pesantren. Sebagaimana diketahui, berapa banyak 
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Pondok Pesantren yang dimiliki oleh NU yang tersebar di 
seluruh penjuru negeri ini. Bahkan Pondok Pesantren 
sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, Pondok 
Pesantren merupakan saksi bisu bagaimana gigihnya 
perjuangan orang-orang NU yang diwakili oleh para kiai 
dalam jihad melawan penjajah. 
Bagi NU, kedaulatan negara ini sangatlah penting, 
karena hanya dengan kedaulatan itulah Indonesia bisa 
bersatu diatas semua perbedaan yang ada, sehingga bisa 
terwujudnya suatu perdamaian dan kesejahteraan. NU 
telah memberikan segalanya bagi negara ini, mulai dari 
berjuang merebut kemerdekaan Indonesia, menyiapkan 
ideologi negara ini sampai mengisi ideologi itu yakni 
Pancasila dengan nilai-nilai agama.  Itu semua 
menunjukkan peran NU yang sangat vital bagi negara ini, 
karena hakikatnya NU adalah orang Indonesia secara 
keseluruhan. 
Dewasa ini Indonesia mendapat ancaman yang dapat 
mengancam kutuhan negara ini. Ada kelompok yang 
ingin dan melakukan upaya kembali untuk merubah 
Pancasila dengan ideologi Islam dan mendirikan negara 
Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi 
yang sangat menjunjung kebebasan terhadap setiap warga 
negaranya. Tetapi justru dengan terlalu demokrasinya 
negara ini memberi ruang yang cukup luas untuk 
organisasi Transnasional untuk bisa tumbuh dan 
berkembang di negara ini. Organisasi Transnasional 
merupakan organisasi luar negeri tepatnya dari Timur 
Tengah yang masuk ke Indonesia dengan membawa 
faham Wahabi. Organisasi-organisasi ini seperti 
Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia dan Negara 
Islam Indonesia. Semua organisasi ini mengusung konsep 
khilafah dan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia.  
Hizbut Tahrir Indonesia sebagai salah satu organisasi 
Wahabi di Indonesia yang sekarang ini paling sering dan 
terang-terangan menyuarakan konsep negara Islam 
melalui sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah. HTI 
ingin membentuk negara Islam dan menggantikan 
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.  Negara 
Islam disini yang dimaksud adalah pemerintahan yang 
menerima dan mengakui otoritas absolut Islam.  
Keinginan Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin 
mengubah negara Indonesia dengan negara Islam dan 
mengganti Pancasila dengan ideologi Islam jelas 
bertentangan dengan Pancasila. Indonesia adalah negara 
hukum seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 
1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”. Oleh karena itu Indonesia tidak bisa diganti 
dengan negara Islam, meskipun di Indonesia mayoritas 
penduduk Indonesia beragama Islam dan Indonesia 
mengakui eksistensi agama yang ada di Indonesia. 
Semakin banyaknya organisasi Timur Tengah yang 
masuk ke Indonesia dengan niat untuk mendirikan negara 
Islam di negara Indonesia dan mengganti Pancasila 
dengan ideologi Islam. NU sebagai organisasi 
kemasyarakatan terbesar di Indonesia dengan tegas 
menolak negara Islam di Indonesia. Karena menurut NU, 
nilai dan norma agama bisa dikembangkan meskipun 
tanpa wadah negara Islam secara formal. Berbeda dengan 
kelompok Islam yang lain seperti Hizbut Tahrir Indonesia 
yang tidak percaya bahwa nilai dan norma agama Islam 
bisa dikembangkan tanpa formalisasi syariat Islam.  
Kelompok-kelompok Islam yang sampai saat ini 
masih menentang Pancasila berarti tidak menghargai 
bahkan mengkhianati para pejuang kemerdekaan 
Indonesia. Pancasila adalah hasil dari para pejuang 
Indonesia yang sudah mengorbankan nyawanya demi 
negara ini termasuk para pejuang NU yang diwakili oleh 
para kiai pada saat itu. Dalam sejarah Indonesia, 
Walisongo yang pada saat itu dalam usaha dakwah dan 
penyebaran agama Islam di Indonesia tidak pernah 
berteriak mendirikan negara Islam di Indonesia. Tetapi 
hasilnya Walisongo berhasil mengislamkan orang-orang 
Indonesia pada saat itu. 
Usaha kelompok-kelompok Islam yang ingin 
mendirikan negara Islam di Indonesia menunjukkan 
bahwa kelompok ini berusaha memecah belah rakyat 
Indonesia dengan merusak tatanan atau sistem negara 
Indonesia. Bahkan kelompok ini berusaha 
menghancurkan bangunan NKRI, karena kelompok-
kelompok ini anti Pancasila dan anti NKRI. NU  tidak 
akan diam dengan ancaman yang mengancam keutuhan 
NKRI. Sampai saat ini NU dengan tegas menolak negara 
Islam di Indonesia dan tetap setia mendukung Pancasila 
sebagai ideologi negara Indonesia. 
Pada Muktamar NU 1936 di Banjarmasin, ulama NU 
memutuskan bahwa Indonesia adalah  negara Darussalam 
bukan negara Darul Islam maup[un Darul Harf. Kalau 
Darul Islam itu memaknai bahwa Islam sebagai ideologi 
negara, seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir 
Indonesia yang dengan terang-terangan menolak 
Pancasila dan ingin mendirikan negara Islam di 
Indonesia. Sedangkan Darul Harf adalah negara perang, 
Indonesia menganut Darussalam yang diartikan 
bagaimana nilai-nilai Islam itu berlangsung dalam 
penyelenggaraan negara. Hidup bisa adil dan 
bermartabat, tidak ada diskriminasi, perdamaian, 
mengakui hak orang lain. Itulah yang di anut oleh NU. 
NU mengakui bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. 
tetapi Islam terwujud dan terlaksana di negara ini.  Oleh 
karena itu sampai saat ini NU tetap menolak mendirikan 
negara Islam di Indonesia karena pada zaman nabi 
Muhammag SAW tidak pernah ada perintah untuk 
mendirikan negara Islam. 
 
 








Bagi NU Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang 
terbaik untuk negara ini, karena Pancasila mampu 
menyatukan semua perbedaan agama, suku, dan bahasa di 
Indonesia. NU adalah organsiasi pertama kali yang 
menerima Pancasila sebagai asas dasar organisasi melalui 
Muktamar NU ke-26 di Situbondo pada tahun 1984.  
Bagi NU, Pancasila itu tidak ada yang bertengtangan 
dengan nilai-nilai agama Islam. Bagi NU Islam adalah 
agama Allah SWT dan Pancasila sebagai idelogi bukan 
merupakan agama dan tidak akan pernah menggantikan 
kedudukan agama. Atas dasar itulah NU dengan mudah 
menerima Pancasila. NU tidak memposisikan Islam 
berhadapan dengan Pancasila, karena dalam hubungan 
antara negara dan agama. NU menggunakan paradigma 
Simbiotik yang memandang agama dan negara berbeda 
tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Jadi dalam 
setiap penyelenggaraan negara dibutuhkan nilai-nilai 
agama supaya tidak menyimpang dan juga agama tidak 
akan bisa berdiri tegak tanpa naungan sebuah negara. 
Sebagai bentuk konsekuensi Penerimaan NU atas 
Pancasila, NU memposisikan Pancasila sebagai asas dasar 
organisasi dalam berbangsa dan bernegara seperti yang 
tertulis apada AD/ART NU pasal 6 Bab II tentang 
pedoman, aqidah dan asas yang menyebutkan “Dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama 
berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945”.  
Tidak hanya sampai disitu, bagi NU NKRI adalah 
harga mati, karena NU ikut berjuang langsung untuk 
memerdekakan negara ini yang diwakili oleh para kiai 
NU. Oleh karena itu, NU bertanggung jawab atas 
berlangsunya negara ini dan NU ada di garis terdepan 
apabila ada pihak atau golongan yang mengancam 
keutuhan negara ini. Jadi sudah jelas bahwa NU dengan 
tegas mendukung Pancasila sebagai ideologi negara 
Indonesia. 
Dengan semakin banyaknya kelompok atau golongan 
yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Islam 
dan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia seperti 
Ikhwanul Muslimin, Negara Islam Indonesia dan Hizbut 
Tahrir Indonesia. Kelompok-kelompok tersebut dengan 
terang-terangan menolak Pancasila dan anti NKRI. Tetapi 
NU berbeda dengan kelompok tersebut. NU dengan tegas 
menolak mendirikan negara Islam di Indonesia meskipun 
mayoritas penduduk Indonesia adalah negara Islam. NU 
menolak mendirikan negara Islam di Indonesia karena 
menurut NU Pancasila itu sudah sesuai dengan al-Qur’an, 
karena dalam setiap sila-sila Pancasila tidak ada yang 
bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Tidak 
hanya itu, pada zaman nabi Muhammad SAW tidak ada 
perintah untuk mendirikan negara Islam. 
 
Saran 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan 
saran-saran kepada peneliti selanjutnya dalam kaitannya 
dengan persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
Jawa Timur terhadap Pancasila sebagai ideologi negara 
Indonesia. Pertama, hendaknya peneliti lebih memahami 
dan mengenal NU sebagai sosok organisasi keagamaan 
yang telah banyak memberikan konstribusinya terhadap 
bangsa dan negara, dengan membangun kembali 
kesadaran dan komitmennya terhadap NKRI sebagai 
sistem kenegaraan dan Pancasila sebagai ideologi negara 
Indonesia. Kedua, sebagai upaya negara yang masih terus 
memerlukan pemikiran para tokoh, akademisi dan ulama, 
sebaiknya mengadakan  suatu penelitian tentang 
sejauhmana pengaruh NU dalam masyarakat untuk 
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